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RANCANGAN KUHAP

Peradi Usulkan Penvadapan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS — Perhimpun-
an Advokat Indonesia atag
Peradi mengusullan agar ke-
lentian tentang penvadapan
dihapus dari Rancamggn Kitah
Undanz-undang Hukum Acara
Ficlana, Uslan ini diajukin de-
g alasan kewenangan pe-
nvadapan herpotensi disalahgy-
akan oleh aparat penegak hig:
kum,

Witkil Ketua Umuen Peradi
Saprivanto Refa - menvampai-
Kay ustban fersehut dalam ra-
pat dengar pendapat umum
(WDPU) dergan Komisi 11T DPR
di Kompleks Parlemen, Sena-
van, Jakarta, Selasa (17/6/2023),
la menvebut. penyadapan me-
rupalan bentuk upava paksa
yang seaiknya tidsk dimusul-
kan dalam Rancingan Kitab
Undamg-undang Hukum Acars
Pidana (REUHAF).

“Kami mengusulkan  agar
penyadapan dihapus dari daftar
upays paksa dilam REUIAR
Kami  Khawatic  penvadapan
akan disalahgunakan oleh pe-
nyidik dalam penyidikan tindak
pridana,” ujar Refa.

Selan itu, in beralasam, pe-

nvadapan juga sudah diatur da-
lam berbagai undang-undang
sektoral, sepert LU Narkatika,
UL Tindak Pickana Korupsi (Ti-
pikar, dan UL Polri, Dengin
demikian, tidak perly dintur
uking dalam RKUHAL

Refa menambalkan, dakam
Pasal &4 RKUHAI yangt meng-
atar jenisjenis upaya paksa, se-
harusmya hiamys mencakup pe-
Bt tersingka, penangkap:
an, penahanan, penggeledahan,
penvitaan, pemeriksaan surat,
dan pelarangan tersangka be-
pergian ke Joar wilavah Indos
nesi,

Usulan tersebut mempero-
lch dukungan dari sejumlzh
anggota Kontsi 11 DER, Ang-
girla Komisi T PR dari Frakst
Partai Gollar, Soedeson Tandrs,
sepakal * habwa - penyadapan
berpotensi mekanggar hak pri-
Vils] Wanta negara, “Sava seluju.
Sebab, penyadapan ini bisa ma-
suk sampai ke ruang prihadi
kita, masuk ke kamar tidur kita,
Sty seluju ilu untuk dihapus,”
Kty

Namun, ta menekankan bah-
wa pengecualian bisa diberla-

bukan untuk tindak  pidana
khueus atau kejahatan vang ma-
sk kategor lusr bissa, Me-
niirt dlia, Kejabatan luar biasa,
seperti korupsi-dan narkotiks,
memerikan pendekatan hu-
boum g lebih tesgns, termasik
penggunmn penyadapan untuk
mencard alat bkt

Pengaturan lebih ketat

Pelakeana Tugas  Direktur
Eksekutif Institute for Criminal
Justice Reform (IETR) Maidina
Ritmawati— menilai, uslan
penghapusn ketentuan penya-
dapan dart REUTAP seperti
yang digjukan Peradi terlalu
ehstrem. L menyebul, penya-
dapan merupakan teknik upaya
pakeg yant memang Laim df-
[akukan dulam penyidikan,

"Sebetulnya Jalau dihapus-
fean itu terkal ehstrem karena
mermang itu Leknik upava paksa
penyidikan dan dilakukan se-
lama ini.” wjarny.

Menurut dia, vang lebih
mendesik sl ini hukan peng-
hiapusan kewenangan penya-
dapan. melainkan pengaluran
vang lebih ketat atas pengeu-

naannva, Pengturan tersehut
imencakup  prosedur hukim
vang jelss, kontrol yudisial yang
ketal, dan mekanisine akun-
fahilitas sigar ticak terjadi pe-
nyalahguma,

" Nah, yang perlu sekarang it
pengaturan  kefatmya"  ucap
Muiding

Dengan pengaturan  yang
epat, Jamub din, penvadapan
lelap bisa digunakan secar
proporsional dan sah dalam
ragka penegakan hukum, tan
i mengorbankan hak privasi
WL HCgAr

Diupayakan partisipasi

Adepun RDPU Komisi 111
DIPR dengan Peradiini digelar di
lengah masa reses DPR yang
gk berlangsung hingga 23 Ju-
i, Ketua Komist 11 DPR [1a-
biburokhian menjelaskan bah-
wi penyelengiaraan RDPU di
masa reses dilakukan Karena
Linginya minal masyarakat ler-
hadap pembahasan REUHAR

L pun menyebul kesiatan i
tongah reses tersebut tehih
mendapatkan ixin dari pimpin-
in DIR,

"Kami perlu gelar RIDPL di
s reses ini karena besarnya
atensi masyarakat  untuk
menvampaikan aspirast, Teo
man-temian (angigata Komisi [11
DPR} dari sejurnlah dacrab ha
dlir dlan ind tidak menyalahi ke-
fentuan karena sudah kami
minta fzinnva” ujar Habibu-
rokhimn,

Lehih jauh, Wakil Ketug
Urnum Partai Getindra ini me-
nekankan pentingnin keterli-
batan publik dakam proses le-
gishasl, Hal itu demi menmenuhi
prinsip  partisipasi - bormakna
{meuningfil participation) yang
telah dimandatkan Mahkamah
Konglitusi (MK

sementara itu, anggota Ko-
mist 11 PR dari Fraksi Parlai
Kendilan Sjahtera (PKS), Nasir
Djamil, menvampaikan hahwa
forum RDPU i merupakan
L akhir penyerapan aspirasi
publik sehelum  pembahasin
formal antara pemerintah dan
DR, dimulal pasca-reses, "Se-
Daby, kami ingin REUTAR bisa
mulai dibabas tahun ini- dan
dlisahkan Desember 2025, ujar
Nasir, (BOW)
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